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ABSTRAK

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Laju Inflasi 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin 

dan Kabupaten Ogan Ilir

Oleh :
Wisnu Gustama; Drs.H.Tadjuddin Husin,M.Sc.; Dra.Hj.Eka Rostartina,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Laju Inflasi (LI) terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 
periode tahun 2003 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif 
dan kualitatif, dimana analisis kuantitatif menggunakan Regresi Berganda melalui 
program SPSS J6,0. Hasil regresi Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa Koefisien 
DAU bernilai positif (0,001) yang artinya tanpa melihat variabel independen lainnya, 
setiap perubahan DAU sebesar 1% akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi sebesar 0,1 %. Koefisien PAD positif (0,010) berarti setiap kenaikkan PAD 
sebesar 1% akan menyebabkan kenaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. 
Nilai koefisien laju inflasi yang negatif berarti jika terjadi kenaikkan tingkat inflasi 
sebesar 1% akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 31,35%. 
Sedangkan hasil regresi Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan koefisien DAU bernilai 
negatif (-0,001) yang artinya tanpa melihat variabel independen lainnya, setiap 
perubahan DAU sebesar 1% akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi sebesar -0,1 %. Koefisien PAD positif (0,031) berarti setiap kenaikkan PAD 
sebesar 1% akan menyebabkan kenaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,1%. 
Nilai koefisien laju inflasi yang negatif berarti setiap kenaikkan tingkat inflasi sebesar 
1% tiap tahunnya akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 
26,15%. Hasil perhitungan dengan menggunakan elastisitas diperoleh koefisien 
elastisitas sebesar 7,74% (Kab.Banyuasin) dan 2,92% (Kab.Ogan Ilir) untuk DAU, 20% 
(Kab.Banyuasin) 2,42% (Kab.Ogan Ilir) untuk PAD, dan 4,97% (Kab.Banyuasin) 
1,84% (Kab.Ogan Ilir) untuk Laju Inflasi yang berarti bersifat elastis (E>1). Hal ini 
menunjukkan bahwa DAU, PAD dan Laju Inflasi cukup berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Laju Injlasi (LI).



ABSTRACT

Analysis of the Influencc of the General AHocation Fund, Regional Income, and 
the Rate of Inflation on the Economic Growth in the District Banyuasin and

Ogan ilir

By:
Wisnu Gustama; Drs.H.Tadjuddin Husin,M.Sc.; Dra.Hj.Eka Rostartina,M.Si.

This research was aimed to determine how the influence of the General AHocation Fund 
(DAU), Regional Income (PAD), and the Rate of Inflation (LI) on the economic growth. 
The data used in this research are secondary data, that is data from 2003 to 2012. This 
research used quantitative and qualitative analysis techniques, where quantitative 
analysis using multiple regression through SPSS 16.0. Regression results show that the 
coefficient Banyuasin District DAU is positive (0.001) which means that regardless of 
other independent variables, each 1% change in the DAU will give effect to the 
economic growth of 0,1%. PAD positive coefficient (0.010) means that every 1% 
increase in revenue will lead to increase in economic growth rate of 1%. The coefficient 
of the inflation rate means negative if there is an increase of 1% inflation rate will 
impact on the decline in the economic growth of 31.35 %. While the results of the 
regression coefficient indicates Ogan Ilir DAU is negative (-0.001), which means 
regardless of other independent variables, each 1% change in the DAU will give effect 
to the economic growth of -0.1%. PAD positive coefficient (0.031) means that every 1% 
increase in revenue will lead to increase in economic growth rate of 3.1% . The 
coefficient of negative inflation means any increase in the rate of inflation by 1 % each 
year will impact on the decline in the economic growth of 26.15%. The result using the 
elasticity coefficient of elasticity of 7.74% (Kab.Banyuasin) and 2.92% (Kab.Ogan Ilir) 
for DAU, 20% (Kab.Banyuasin) 2.42% (Kab.Ogan Ilir) for PAD, and 4.97% 
(Kab.Banyuasin) 1.84% (Kab.Ogan Ilir) for the mean inflation rate is elastic (E>1). This 
shows that the DAU, PAD and Inflation quite influential on Economic Growth.

Keywords : Economic Growth, General AHocation Fund (DAU), Regional Income 

(PAD), Inflation Rate (LI).

Translatedr from the original document by

Muslih Hambali
Instructor of Language Laboratory of 
Graduate School of Sriwijaya University

vi



RIWAYAT HIDUP

: Wisnu GustamaNama Mahasiswa 

Jenis Kelamin 

Tempat/Tanggal Lahir 

Agama 

Status

Alamat Rumah (Orangtua) : Jin Ahmad Yani No.61 Kel.Pagar Agung Kab. Lahat

: gustamawisnu@yahoo.co.id

: Laki-laki
: Bungamas / 13 November 1990 

: Islam

: Belum Menikah

Alamat Email

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SD Negeri 16 Kab. Lahat 
: SMP Negeri 1 Kab. Lahat 

: SMA Negeri 1 Kab. Lahat

SLTP

SMU

Pendidikan Non Formal

Vll

mailto:gustamawisnu@yahoo.co.id


UPT PERPUSTAKAAN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

141459NO DAFTAR :

TANGGAL : 2'8 APR 2014DAFTAR ISI

iHALAMAN JUDUL.........................................................
HALAMAN PENGESAHAN.............................................
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH 

KATA PENGANTAR.......................................................

li

m

iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

RIWAYAT HIDUP VII

viiiDAFTAR ISI

DAFTAR TABEL XI

xiiiDAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

10

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

II. 1 Landasan Teori 12

II. 1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 12

II. 1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith 

II. 1.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik ..

13

14

II. 1.1.3 Teori Harrod-Domar 14
II. 1.2 Otonomi Daerah 15

II.2 APBN dan APBD 17
II.2.1 Pengertian DAU 19

viii



2111.2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah ...........

11.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .........................

11.2.2.1 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang PKPD

22

26

28II.3 Inflasi
2811.3.1 Pengertian Inflasi ,

11.3.2 Teori Inflasi Klasik 30

3011.3.3 Teori Inflasi Keynes ......

11.3.4 Teori Inflasi Moneterisme
:

31

32II.3.5 Teori Ekspektasi

32II.4 Penelitian Terdahulu

3611.5 Kerangka Pemikiran

11.6 Hipotesis .............. 36

38BAB III METODE PENELITIAN

III. 1 Ruang Lingkup Penelitian 

III.2 Jenis dan Sumber Data ...

38

38

111.3 Rancangan Penelitian ......................................

111.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

111.5 Teknik Analisis Data ......................................

39

39

40

111.5.1 Analisa Regresi Linear Berganda

111.6 Uji Ekonometrika .....................................

111.6.1 Uji Statistik ...............................

111.6.2 Uji Penyimpangan Klasik ........

111.7 Uji Elastisitas ...........................................

40

41

41

42

44

IX



45BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...........................................

IV. I Gambaran Umum Variabel Makro Penelitian .................

IV. 1.1 Administratif Pemerintahan Kab. Banyuasin ..

IV. 1.1.1 Penduduk ...........................................

IV. 1.1.2 APBD Banyuasin ...............................

IV. 1.1.3 Perkembangan PDRB Kab. Banyuasin 

IV. 1.2 Administratif Pemerintahan Kab. Ogan Ilir ....

IV. 1.2.1 Penduduk ...........................................

IV. 1.2.2 APBD Ogan Ilir .................................

IV. 1.2.3 Perkembangan PDRB Kab. Ogan Ilir

45

45

48

50

51

54

56

58

59

61IV.2 Hasil dan Pembahasan ....................................... .

IV.2.1 Hasil Pengujian Kabupaten Banyuasin

IV.2.1.1 Uji Statistik ..........................

IV.2.1.2 Uji Penyimpangan Klasik .... 

IV.2.1.3 Uji Elastisitas Kab Banyuasin 

IV.2.2 Hasil Pengujian Kabupaten Ogan Ilir .

IV.2.1.1 Uji Statistik ..........................

IV.2.1.2 Uji Penyimpangan Klasik .... 

IV.2.1.3 Uji Elastisitas Kab Ogan Ilir .

62

63

68

70

72

73

77

79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 82

V.l Kesimpulan 82

V.2 Saran 85

Daftar Pustaka 86

LAMPIRAN 91

x



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian suatu negara umumnya dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang. Pembangunan daerah dapat menjadi 

pertumbuhan ekonomi negara (Ulfah, 2012:1). Kemajuan perekonomian suatu 

daerah akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya ekonomi suatu 

negara. Sebab itulah era desentralisasi dimulai agar setiap daerah mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya serta mengurus pemerintahannya 

sendiri guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni kesejahteraan

cerminan

masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sendiri tidak menganut 

desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti kebebasan penuh tetapi menganut 

otonomi dalam arti kebebasan terbatas (Zeth; 2003 : 21). Hal ini menandakan 

bahwa otonomi daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah tetap memiliki 

batasan-batasan yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.
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Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan roda perekonomian suatu 

daerah adalah peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk 

membiayai segala macam belanja pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah 

diperoleh dengan menggali segala potensi yang ada di daerah tersebut guna 

menunjang laju perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu daerah yang memiliki perekonomian yang kuat 

dan mampu tumbuh dan berkesinambungan, pemerintah daerah haruslah 

mengerti dan mampu untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan dan 

produktif yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertumbuhan ekonomi yang mapan akan menjadi tolok ukur yang penting bagi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kuncoro (1995 : 334-358),

dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah 

kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat 

dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara 

PAD dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari 

jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di 

bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik).

Apabila dilihat dari data APBD yang tersedia di BPS, besarnya belanja 

daerah memerlukan dana yang cukup untuk menutupi segala bentuk jenis 

pengeluaran. Oleh sebab itulah PAD umumnya tidaklah cukup untuk membiayai 

segala keperluan pembangunan suatu daerah, sehingga transfer dari Pemerintah 

pusat sangatlah dibutuhkan yang salah satunya adalah melalui dana alokasi
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“Dana AlokasiMenurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108)

Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Transfer dari Pemerintah Pusat penting untuk Pemda dalam menjaga atau

umum.

menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Sidik 

& Simanjuntak, 2002:54). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya 

kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah 

mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan untuk 

menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti 

ditegaskan dalam UU No. 33/2004, bentuk transfer yang paling penting adalah 

DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing).

Sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 

2004, pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah, maka Pemerintah pusat memberikan transfer kepada pemerintah 

daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai pembangunan 

pemerintah daerah, disamping hal itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu 

mencari sumber dana sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk

membantu pembiayaan pada Belanja Daerah (Anjar, 2010:25).

Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagikan ke daerah,

makin meningkat pula kesempatan melaksanakan pembangunan di daerah, namun 

kemajuan yang dicapai tidak akan pernah menciptakan kesamaan tingkat 

kemajuan dan kesejahteraan antar daerah. Dikarenakan daerah yang tertinggal dan

3



miskin tidak mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah lebih 

dahulu maju. Apabila formula D AU dengan kebijakan historis itu diteruskan, 

dalam jangka panjang yang akan teijadi adalah kesenjangan yang makin meluas 

antara kota dan kabupaten (desa), serta antara daerah maju dan tertinggal. Karena 

tidak akan ada convergency tingkat kesejahteraan daerah miskin dengan daerah 

maju, sebaliknya yang teijadi adalah divergency (Mintohaijdo, dikutip dalam

Ahmad, 2010:2 )

Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat saling mempengaruhi.

Oleh sebab itulah pelimpahan dana alokasi umum dari pusat kedaerah terus- 

menerus dilakukan guna menunjang laju perekonomian di daerah yang

diharapkan mampu meningkatkan laju perekonomian daerahnya sendiri sehingga

berimbas pada kenaikkan perekonomian secara nasional

Umumnya, tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi 

geografis maupun dari segi potensi keuangan daerahnya. Begitu juga dengan 

Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Sebagai salah satu daerah otonom yang baru 

terbentuk, memungkinkan daerah ini untuk menggali segala potensi daerah yang 

tersimpan untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai 

kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung.

Sebagai daerah otonom yang baru, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir 

terus berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini 

tercermin dari upaya pemerintah daerah yang terus berusaha meningkatkan 

pendapatan asli daerahnya. Namun karena daerah yang belum lama terbentuk, 

dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi andalan bagi daerah

4



Banyuasin dan Ogan Ilir untuk menjalankan roda perekonomiannya. Berikut 

dibawah ini adalah tabel perbandingan antara dana alokasi umum (DAU) dan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir.

Tabel L1
DAU dan PAD Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir (Periode 2003-2012) 

______  (Dalam Ribuan Rupiah)_____ _________________
Ogan IlirBanyuasin

Tahun PADDAUPADDAU
104.580.000, - 
176.030.832,-
210.948.000, -
338.348.000, -
384.981.000, - 
429.915.555,- 
444.349.776,- 
451.230.547,- 
539.128.370,- 
651.357.692,-

11.474.014,-
12.848.840,-
8.294.720,-
10.049.160,-
11.495.177,-
12.080.239,-
9.799.887,-
10.017.813,-
16.102.000,-
30.134.000,-

303.050.000, - 
335.451.440,-
98.365.000, -

237.326.000, -
260.428.000, - 
288.510.604,- 
282.733.012 
288.392.166,-
363.062.000, - 
446.518.667,-

3.024.035,-
5.040.009,-
8.906.661,-
15.903.620,-
14.944.815
12.867.782,-
17.009.204,-
22.497.332,-
28.782.084,-
26.626.183,-

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*

Sumber; -BPS Provinsi Sumsel (* data bersifat sementara) 
-dispenda Kab.Ogan Ilir

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan DAU dan PAD Kabupaten

Banyuasin dan Ogan Ilir mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Pada

Kabupaten Banyuasin, tahun 2007 terjadi kenaikkan DAU sebesar 13,8 % dari 

tahun sebelumnya, dan seterusnya terjadi peningkatan hingga pada tahun 2012 

sebesar 20,8 % dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada PAD ditahun 2007 

sebesar 6,41 % dari tahun 2006. Penurunan juga dialami oleh PAD di tahun 2008 

sebesar 16 %, namun setelah itu selalu terjadi kenaikkan kembali sampai pada 

tahun 2012 mengalami penurunan 7,5 %. Hal yang sama juga terjadi pada 

Kabupaten Ogan ilir, pada tahun 2007 terjadi kenaikkan DAU sebesar 9,7% dari 

tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi ditahun 2009 sebesar 2,04% dan
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seterusnya terjadi peningkatan hingga pada tahun 2012 sebesar 23% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada PAD ditahun 2007 sebesar 14% dari 

tahun 2006. Penurunan juga dialami oleh PAD di tahun 2009 sebesar 23,3%, 

setelah itu selalu terjadi kenaikkan kembali sampai pada tahun 2012namun

mencapai 87%.

Menurut Anjar Setiawan (2010:4)” Transfer dari pemerintah pusat 

merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi 

utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan

diperhitungkan dalam APBD

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat 

dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merefleksikan 

besarnya produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Melalui 

perhitungan kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB, dapat dilihat kinerja 

masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah tersebut. Selain itu dengan 

diketahuinya peranan masing-masing sektor dapat dilakukan prediksi ekonomi 

guna menentukan arah kebijakan yang akan datang.

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang 

ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan 

kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). 

Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri 

pengolahan, sampai dengan jasa. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 

berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara kesuluruhan atau sektoral.
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Juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke 

tahun.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir

(Periode 2003-2012) _____ ________________
Kabupaten Ogan IlirKabupaten BanyuasinTahun

Tanpa MigasDengan MigasTanpa MigasDengan Migas
1.214.324
1.266.932
1.326.451
1.394.872
1.465.068
1.540.157
1.622.680
1.720.389
1.836.964
1.965.207

1.237.073
1.351.713

2.611.343
2.745.016
2.876.201
3.052.270
3.251.448
3.437.375
3.648.584
3.936.246
4.226.257
4.541.067

3.282.837
3.676.197
4.035.206
4.481.569
5.044.404
2.611.343
2.876.201
3.251.448
3.648.584
4.226.257

2003
2004

1.492.710
1.651.281
1.865.973
1.214.324
1.326.451
1.465.068
1.622.680
1.836.964

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*

Sumber; BPS Provinsi Sumsel (*data bersifat sementara) 
BPS Kab.Ogan Ilir (data diolah)
Dispenda Kab. Ogan Ilir

Berdasarkan angka BPS pada tabel 1.2, PDRB atas dasar harga konstan

mencatat adanya pertumbuhan di Kabupaten Banyuasin, di antaranya pada tahun

2004 terjadi pertumbuhan sebesar 11,35 persen dengan migas. Kenaikkan juga

terjadi sepanjang tahun seperti tahun 2008 sebesar 5,3 persen dengan migas serta

tahun 2012 sebesar 15,7 persen dengan migas dan 6,27 persen tanpa migas.

Pada Kabupaten Ogan Ilir juga terlihat adanya pertumbuhan ekonomi,

diantaranya pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 4,71 persen dengan 

migas dan 4,69 persen tanpa migas. Kenaikkan juga terjadi sepanjang tahun 

seperti tahun 2008 sebesar 5,07 persen dengan migas serta tahun 2012 sebesar 

6,84 persen dengan migas dan 6,98 persen tanpa migas.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya Banyuasin dan Ogan Ilir 

tidak terlepas dari berbagai kebijakan pusat, yang dalam arti kondisi yang dialami
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oleh suatu negara atau bersifat nasional juga dapat mempengaruhi kebijakan di 

daerah tersebut, misalnya inflasi yang sering terjadi di dalam negeri secara tidak 

langsung akan mempengaruhi laju inflasi yang ada di daerahnya.

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan dan 

menggerogoti kebijakan ekonomi suatu negara maupun di daerah khususnya yang 

sedang melakukan perbaikan. Inflasi tidak hanya mendongkrak kenaikan harga- 

harga umum dan menurunkan nulai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tetapi 

antara kaya dan miskin, majikan dan pembantu, buruh dan karyawan serta 

kepercayaan masyarakat kepada suatu pemerintahan.

Laju Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat dihasilkan dari 

perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) menurut harga berlaku dan 

konstan. Laju inflasi menggambarkan adanya kenaikan harga-harga secara 

agregat. Laju inflasi yang tinggi dapat menunjukan adanya ketidakstabilan 

perekonomian.

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dari 

kebijakan yang dibuat secara nasional maupun regional. Sebagai contoh pada 

tahun 2004 pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tidak 

stabilnya politik menjelang pemilu menyebabkan inflasi hampir mendekati dua 

digit (8,85 persen). Laju inflasi PDRB Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008 

mengalami kenaikkan sebesar 14,9% dibanding tahun 2007. Inflasi kembali 

meningkat pada tahun 2010 hingga mencapai 8,1%. Laju inflasi PDRB Kabupaten 

Ogan ilir pada tahun 2007 mengalami kenaikkan sebesar 8,30% dibanding tahun 

2004. Inflasi kembali meningkat pada tahun 2011 hingga mencapai 8,50%.
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Perbandingan juga dapat dilihat pada laju inflasi Kota Palembang yang 

merupakan cerminan laju inflasi Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kota 

Palembang, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 mencapai 19,92 % dan 

laju inflasi terendah pada Kota Palembang terjadi pada tahun 2009 sebesar 1,85 

persen dan tahun 2012 sebesar 2,72 %

Tabel 1.3
Laju Inflasi Sumatera Selatan 
______ (dalam persen)______

Laju InflasiTahun

8,492000
15,15
12,25

2001
2002

5,032003
8,942004
19,922005
8,442006
8,212007
11,152008
1,852009
6,022010
3,782011
2,722012

Sumber .Badan Pusat Statistik Palembang.

25

20

15

10 * ----
\5
\*

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gambar 1.1 Perkembangan Laju Inflasi Sumatera Selatan
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Dari berbagai penjelasan tersebut diatas maka penulis mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul:

“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Laju 

Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten 

Ogan Ilir Sumatera Selatan ”

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Mengukur seberapa besar pengaruh DAU, PAD, dan Laju Inflasi terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Sumatra Selatan?

2. Untuk mengetahui elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin

dan Ogan Ilir sebagai akibat perubahan DAU,P AD,dan Laju Inflasi?

1.3. Tujuan

Berdasarkan atas permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh DAU, PAD, dan Laju Inflasi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir.

2. Untuk melihat seberapa besar elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Banyuasin dan Ogan Ilir sebagai akibat dari pengaruh DAU,P AD, dan 

Laju Inflasi.
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1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

proporsi D AU, P AD, dan Laju Inflasi Kabupaten Banyuasin dan ogan Ilir

serta menguraikan pengaruh D AU, P AD, dan Laju Inflasi terhadap

Pertumbuhan Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa dijadikan suatu masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir dalam pemanfaatan P AD

dan Dana Alokasi Umum sehingga dapat digunakan sebagaimana 

mestinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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